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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
xi 
 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  




ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ اَ ة ن  سن َّسن  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
َ عْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا نْي  د diinullah َ ٰاللّا ب billaah 
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 






NAMA  : A. NURHALIMAH 
NIM  : 10300113135 
JUDUL : KAJIAN KETATANEGARAAN ISLAM TENTANG 
   PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 
 
Tujuan Penelitian ini untuk : 1) untuk mengetahui perkembangan regulasi 
perbankan syariah di Indonesia, dan 2) untuk mengetahui bagaimana realitas gerakan 
perekonomian menurut siyasah syar’iah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu 
penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku. Setelah data 
diperoleh maka di analisis dengan metode induktif kualitatif untuk memperoleh hasil 
penelitian. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu 1) perkembangan regulasi perbankan 
syariah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan pesat, lembaga perbankan 
merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan agen 
pembangunan, karena semua bank berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang 
memiliki modal untuk berproduksi, sehingga dengan bantuan modal bagi para 
pengusaha, sektor riil perekenomian akan berkembang . Regulasi perbankan syariah 
merupakan respon atas perkembangan industri perbankan syariah yang membutuhkan 
jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu regulasi yang jelas. Hal 
ini secara nyata diwujudkan dalam revisi undang-undang pokok perbankan 
No.14/1967 menjadi UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah 
memasukkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan sistem bagi 
hasil yang selanjutnya di amandemen menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang 
perbankan syariah, dan di amandemen lagi dengan pembentukan UU No. 21 Tahun 
2008 tentang perbankan syariah sehingga perbankan syariah memiliki landasan 
hukum yang kuat yang secara spesifik mengelaborasi kekhususan perbankan syariah, 
dan 2) Realitas gerakan perekonomian dalam siyasah syar’iah merupakan fakta atas 
perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan salah satu 
alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa 
perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. 
Serta adanya rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan 
yang ditujukan kepada majelis ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan 
kepada seluruh umat Islam. 
Implikasi pada penelitian ini ialah regulasi perbankan syariah diyakini 
memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan dipandang sejalan dengan tujuan 








A. Latar Belakang Masalah 
Fiqh siyasah atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum 
tatanegara Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan 
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan 
dasar-dasarnya yang universal, untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat 
kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci 
dalam al-Qur’an maupun sunnah.1 Menurut Abdul wahab khallaf, ada tiga bidang 




Pada permasalahan ini akan di kaji mengenai salah satu dari objek 
pembahasan fiqh siyasah yaitu siyasah maliyyah yang membahas sumber keuangan 
negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. Siyasah 
maliyyah juga merupakan politik keuangan dan moneter serta permasalahan yang 
termasuk dalam siyasah maliyyah ini yaitu negara, perdagangan internasional, 
kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Adapun permasalahan yang 
muncul yaitu mengenai hukum tatanegara Islam atau fiqh siyasah tentang 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu 
dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan 
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http://syukronjamils.blogspot.co.id/2013/04/makalah-fiqih-tentang-fiqh-syiasah.html?m=l, 
(Rabu, 16 Agustus 2017) 
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(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008),h. 16. 
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syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, 
pegadaian syariah, Baitul Mall wat Tamwil (BMT). Demikian pula disektor riil, 
seperti hotel syariah, multilevel marketing syariah, dan sebagainya. Perkembangan 
perbankan menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika 
sebelum tahun 1999 jumlah bank syariah sangat terbatas dimana hanya ada sebuah 
bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini 




Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.
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Bank merupakan agen pembangunan, karena semua bank berfungsi sebagai 
intermediasi antara pihak yang memiliki modal untuk berproduksi, sehingga dengan 
bantuan modal bagi para pengusaha, sektor riil perekenomian akan berkembang. 
Pembangunan sektor keuangan di Indonesia diharapkan mampu membawa 
perubahan yang positif bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena 
perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal 
ini didasarkan pada tugas pokok lembaga keuangan yang diantaranya adalah pertama, 
bank bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang 
membutuhkan. Tujuan dari penyaluran kredit/pembiayaan adalah untuk kegiatan yang 
bersifat produktif. Kedua, bank memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dengan 
menarik dana dari masyarakat. Ketiga, bank menyalurkan jasa di bidang lalu 
lintas dan pembayaran uang. 
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http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/politik-hukum-dalam-ekonomi-syariah-2/, (Senin, 04 
September 2017) 
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Ais Chatamrrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),h. 7. 
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Perkembangan perbankan syariah cukup signifikan, baik dari segi jumlah 
bank maupun jumlah kantor cabang. Hal dimaksud ditandai dengan data statistik 
perbankan syariah oleh Bank Indonesia bulan januari 2012 tergambar pertumbuhan 
bank umum syariah pada tahun 2005 bank syariah berjumlah 3 buah dengan jumlah 
kantor 304 buah, di tahun 2006 bank syariah berjumlah 3 buah dengan jumlah kantor 
349 buah, tahun 2007 bank syariah berjumlah 3 buah dengan jumlah kantor 401 buah, 
tahun 2008 bank syariah berjumlah 5 bank dengan jumlah kantor 581 buah, tahun 
2009 bank syariah berjumlah 6 buah dengan jumlah kantor 711 buah, tahun 2010 
bank syariah berjumlah 11 buah dengan jumlah kantor 1.215 buah, tahun 2011 bank 
syariah berjumlah 11 buah dengan jumlah kantor 1.321 buah, dan tahun 2012 bank 
syariah berjumlah 11 buah dengan jumlah kantor 1.435 buah.
5
 Bila mengamati 
pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dilihat dari aspek sistem 
pelaksanaan, maka ditemukan perbedaan mendasar dengan sistem perbankan 
konvensional yaitu pertama, sistem perbankan syariah tidak mengenal bunga. Hal 
dimaksud, sangat diminati oleh masyarakat untuk menghindari bunga bank. Kedua, 
prinsip bagi hasil (nisbah). Kedua hal dimaksud, cepat di serap oleh masyarakat 
Indonesia, terutama dikalangan ummat Islam. Hal ini dapat ditandai dengan 
pertumbuhan aset bank umum syariah dan unit usaha syariah dari tahun ke tahun. 
Ciri khas bank syari’ah menggunakan pendekatan dengan mengutamakan 
prinsip keadilan dan bukan pemberian bunga. Para penulis ekonomi modern sepakat 
bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan 
usaha (syirkah) dan sistem bagi hasil (mudharabah).
6
 Munculnya generasi baru 
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melahirkan beberapa pemikiran-pemikiran seperti ide pendirian bank islam yang 
kemudian dianggap sebuah fenomenal oleh beber apa kalangan, gagasan itu sendiri 
sudah terbaca sejak awal tahun 1940-an. Namun untuk mewujudkan pendirian bank 




Perkembangan konsep ekonomi banyak menarik pemikir atau intelektual 
muslim untuk angkat bicara hingga melahirkan beberapa pola pemikiran yang 
berbeda-beda. Ada pola pemikiran yang bersifat teoritis, dengan memberikan 
alternatif konsep dan  pola pemikiran yang bersifat pragmatis dengan upaya 
mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip Islam.
8
 
Dan perkembangan selanjutnya ternyata pola pemikiran pragmatislah yang tampak 
dominan. 
Dunia perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 
spektakuler dengan memungkinkannya pendirian perbankan yang berbasis non bunga 
(non-interest banking), yang berbeda dengan sistem perbankan yang dikenal oleh 
masyarakat selama ini hingga sekarang yakni bank konvensional yang beroperasi 
dengan menerapkan sistem bunga. Hal ini, sejalan dengan keluarnya UU No. 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan ruang kepada lembaga-
lembaga perbankan beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Kebiasaan membungakan 
uang telah menjadi suatu bagian dalam perekonomian masyarakat Indonesia. 
Kenyataannya bunga telah di anggap sebagai suatu hal yang sangat penting demi 
kelancaran sistem perekonomian yang ada, di satu sisi. Sedangkan bank konvensional 
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dalam prakteknya menjadikan bunga sebagai banking policy dalam upaya 
merangsang semangat masyarakat menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan 
perbankan di sisi lain. Dengan sistem bunga masyarakat terlena dalam menabung di 
bank berbasis bunga dengan sebuah pemikiran bahwa orang bisa mendapatkan uang 
sebanyak-sebanyaknya atau menjadi kaya dengan iming-iming besarnya bunga yang 
ditawarkan oleh bank-bank terkait (bank yang berbasis bunga) tanpa melalui kerja 
keras selain uang bertambah, dengan menabung di bank uang akan aman. Walaupun 
tidak semua masyarakat berhubungan langsung dengan bank tapi secara umum 
praktek perekonomian masyarakat menggunakan sistem bunga.
9
 
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan salah 
satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat muslim 
bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama 
Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan 




B. Rumusan Masalah 
Agar suatu penelitian lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti. Adapun pokok 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan 
perbankan syariah di Indonesia?, dan yang menjadi sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia? 
2. Bagaimana realitas gerakan perekonomian menurut siyasah syar’iah? 
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C. Pengertian Judul  
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
1. Fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas 
tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 
dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan 
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 
ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
11
 
2. Fiqh siyasah atau hukum tatanegara Islam merupakan hukum-hukum yang 
mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan 
dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal, untuk 
merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal 




3. Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada 
jalan yang menyelamatkan, baik secara khusus maupun umum, baik secara 
lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para 
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sultan dan raja) bukan dari ulama sedangkan secara batin siyasah berasal dari 
ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
13
 
4. Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga 
keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil 
melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan 
prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, 
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai nilai syariah yang 
bersifat makro maupun mikro. Nilai nilai makro yang dimaksud adalah 
keadilan, kemaslahatan, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari 
kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari 
hal hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal hal yang rusak 
atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, 
nilai nilai makro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah 
sifat sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu shiddiq, 
amanah, tabligh, dan fathonah.
14
 
5. Perbankan syariah, pengertian bank syariah dapat dilihat dalam undang-
undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa 
bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
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D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain : 
1. H. Dedy Ismatullah, dalam bukunya yang berjudul  Kapita Selekta Politik 
Islam, menuliskan bahwa dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, 
Islam memerhatikan keadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, 
sedangkan konsumsi terhadapnya tidak terbatas. Oleh sebab itu, efesiensi dan 
keadilan harus merupakan landasan penentuan kebijakan pengelolaan dan 
distribusi sumber-sumber ekonomi yang bersangkutan. Lima pilar kebijakan 
pembangunan ekonomi menurut Islam yaitu menghidupkan faktor manusia, 
pengurangan pemusatan kekayaan, restrukturisasi ekonomi publik, 
restrukturisasi keuangan, perubahan struktural.
16
 
2. H. Muslimin, dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Perbankan Syariah di 
Indonesia, menuliskan bahwa kegagalan perekonomian Indonesia atas 
pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, 
tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam menerapkan strategi 
pembangunan saja, tapi juga dikarenakan oleh lingkungan strategis 




3. Zainul Arifin, dalam bukunya yang berjudul Memahami Bank Syariah – 
Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, menuliskan bahwa upaya intensif 
pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia 
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sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat di telusuri sejak tahun 1988, yaitu 
pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (pakto) yang 
mengatur deragulasi industri perbankan di Indonesia,
18
 
4. Siradjuddin, dalam bukunya yang berjudul Peran Umara dan Ulama dalam 
Pengembangan Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan, menuliskan bahwa 
dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentamg perbankan syariah adalah prinsip 
syariah yang berarti aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan 
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 




5. Warkum sumitro, dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Perbankan Islam 
dan Lembaga-lembaga Terkait, menuliskan bahwa Bank Islam yang 
beroperasi di wilayah Indonesia sebagai negara hukum, harus disesuaikan 
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku diwilayah Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan hukum 
yang secara khusus berkaitan dengan bank Islam ini adalah Undang-undang 
                                                             
18
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek 
(Jakarta: AlvaBet, 1999), h. 191-192.  
19
Siradjuddin, Peran Umara dan Ulama Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di 
Sulawesi Selatan (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 18. 
10 
 
nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah nomor 72 
tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
20
 
6. Jundiani, dalam bukunya yang berjudul Pengaturan Hukum Perbankan 
Syariah di Indonesia, menuliskan bahwa hingga saat ini lembaga keuangan 
dan perbankan yang banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat 
modern baik dalam konteks lokal maupun global menggunakan instrumen 
bunga sebagai penggerak utama kegiatan perekonomiannya. Kalangan 
perbankan, yang sebagian besar berbasis pada pembungaan uang tersebut 




7. Muhammad Muslehuddin, dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan 
dalam Islam menuliskan bahwa pengusaha bank melakukan pinjaman untuk 
memberikan pinjaman. Setiap pemberi pinjaman haruslah mempunyai 
keyakinan bahwa peminjam dapat membayar kembali uang yang telah 
dipinjamnya. Karena sejak zaman dahulu, pemberi pinjaman tidak pernah lagi 
menaruh kepercayaan penuh kepada peminjam hanya berdasarkan perjanjian 
berdasarkan lisan, untuk itu harus ada tanggungan yang jelas yang dapat 
meringankan beban pemberi pinjaman apabila peminjam gagal memenuhi 
tanggung jawabnya. Islam tidak memandang hina ide ini dan telah 
menetapkan prinsip yang luas terhadap pandangan ini. Kita dapati ayat al-
Qur’an yang menyatakan, “jika kamu berada dalam perjalanan dan kamu tidak 
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menjumpai tukang tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat 
dipegang yang dapat memenuhi persyaratan ini”.22 
8. Ascarya, dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah 
menuliskan bahwa Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan 
kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, 
seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan 
menjauhkan  kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan keberkahan berlipat 
ganda (QS. Al-Rum[30]: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madina, prakti 
riba dikutuk dengan keras (QS. Al-Nisa [4]: 161), sejalan dengan larangan 
pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang 
mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar,  dan mengancam kedua 
bela pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun 
kedua atau ketiga hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi 
riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam 




9. Frank E Vogel dan Samuel L. Hayes, dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik, menuliskan bahwa cakupan 
aktual larangan riba jauh melampaui ganti rugi karena meminjami uang. 
Anehnya, inti riba menurut para ulama bukan bunga pinjaman, tetapi jual beli 
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yang mencakup kelebihan atau penangguhan dalam pertukaran jenis properti 
tertentu. Sebagai contoh, bahan makanan dan mata uang.
24
 
10. Irfan, dalam bukunya yang berjudul Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab, 
menuliskan bahwa hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah 
dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Mengenai barang 
(marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan didalam kifayatul 
akhyar 5 bahwa semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah, 
boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.
25
 
11. Amir Machmud dan Rukmana, dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah, 
menuliskan bahwa pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana 
menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi 
dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut 
kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal 
usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 
Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang 
mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, 
tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank 
Syariah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk 
adalah mudarabah (trust financing) dan musyarakah (partnership financing), 
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E. Metodologi Penelitian 
 Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan 
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai 
dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati 
fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses 
sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan 
data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.
27
 Metodologi 
merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen 
spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. Dengan demikian, 
metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan 
dengan objek kajian.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis dan 
pendekatan normatif. Pendekatan yuridis (hukum perundangan) yaitu suatu 
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pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, 
maksudnya bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang 
berkaitan dengan judul, maka dijadikan kajian untuk disajikan sebagai uraian. 
Sedangkan pendekatan normatif, artinya upaya mengkaji hukum yang dikonsepkan 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 
perilaku setiap orang.
28
 Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu 
pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam 
hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang yang 
terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-
literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber 
bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari 
sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
a. Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip 
secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
b. Kutipan tidak langsung 
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa 
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 Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan 
untuk kepentingan kejelasan. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan ketatanegaraan Islam 
terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif dan 
mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam 
membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
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b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di 
Indonesia 
b. Untuk mengetahui bagaimana realitas gerakan perekonomian menurut Siyasah 
Syar’i 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoretis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, 
sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi 
mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan 






b. Secara Praktis 
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
dalam mengembangkan pengetahuan mengenai perkembangan perbankan 
syariah di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian islam. 
2) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar 





TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG KETATANEGARAAN ISLAM 
A. Definisi dan Ruang Lingkup Ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah) 
Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan 
bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan. Di dalam 
al-qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi 
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut 
mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang 
harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan.
1
 Al-qur’an merupakan sumber 
ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya 
mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia 
dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Di antara ajaran Islam terdapat 
pula ajaran yang berkenaan dengan kehidupan politik atau ketatanegaraan. Oleh 
karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntut dan 
berjuang menegakkan negara. 
Negara yang dikehendaki umat Islam adalah negara yang bersistem 
ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru 
sistem ketatanegaraan barat. Dengan demikian sistem ketatanegaraan yang harus di 
teladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad saw. dan 
para Khulafa al-Rasyidin.
2
 Pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraan pada masa 
Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin dapat disebut sebagai sistem ketatanegaraan 
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yang ideal dalam Islam. Sebelum membahas terlalu jauh perlu kita ketahui pengertian 
dari ketatanegaraan Islam atau biasa disebut Fiqh siyasah. 
1. Definisi Fiqh Siyasah 
 Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri 
dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk  
mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan  yang berarti pemahaman 
yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau 
tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan 
sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami 
dari dalil-dalilnya yang rinci.
3
 Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada 
terjemahan kutipan tersebut, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan 
di dalamnya rincian secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah 
satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam 
ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak 
bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang 
masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
 Kata Siyasah berasal dari kata Sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan 
lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah siyasah juga berarti 
pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdal wahhab khallaf 
mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Kata 
sasa sama dengan to govern, to leat. Siyasah sama dengan policy ( of government 
corprotion,etc). Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu 
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mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis 
untuk mencapai suatu tujuan.
4
 
 Berdasarkan pengertian harfiyah, kata siyasah berarti pemerintahan, 
pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, 
perekayasaan dan arti-arti lainnya
5
. Berkenaan dengan hal yang sama salah satu 
hadits menyatakan:  
 ِصا ََّضمْنا ٍداَُشف ٍْ َػ َُخجْؼُش َبَُثَّذَح ٍَشفْؼَج ٍُ ْث ُذ ًَّ َحُي َبَُثَّذَح ٍسبََّشث ٍُ ْث ُذ ًَّ َحُي بََُثَّذَح
 ٍْ َػ ُس ِّذَُحٚ ُُّزْؼ ًِ َغَف ٍَ ُِِٛع َظ ًْ َخ َحَشْٚ َُشْ َبَثأ ُْدذَػبَل َلبَل ٍوِصبَح َِٙثأ ٍْ َػ
 َل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص ِ ّٙ ِجَُّنا َلب ب ًَ َّهُك ُءَبِٛجَْ َ ْلْا ْىُٓ ُعَُٕغر َمِٛئاَشِْعإ ُٕ َث َْذ بَك
 ََُّفهَخ ٌّٙ ِجَ  ََكهَْ  ب ًَ َف إُنَبل ُُشثَْكر ُءبَفَهُخ ٌُ َُٕكزَع َٔ  ِ٘ذَْؼث َّٙ ِجَ  َلَ ُ ََِّّإ َٔ  ٌّٙ ِجَ
 ْىُٓ َّمَح ْىُْ ُٕطَْػأ َٔ  ِل َّٔ َ ْلَْبف ِل َّٔ َ ْلْا ِخَؼْٛ َِجث إُف َلبَل بَ ُشُْيَأر  ب ًَّ َػ ْىُٓ ُهِئبَع َ َّاللَّ ٌَّ ِئَف
 ُْىْبَػَْشزْعا6 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Furat Al Qazzaz dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah duduk 
(menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia 
menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal 
maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak 
akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala 
pemerintahan) yang merekan akan banyak berbuat dosa." Para sahabat 
bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau 
menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan 
penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban 
mereka tentang pemerintahan mereka. 
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 Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang 
berkaitan satu sama lain yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui 
proses pengendalian, kedua cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena 




 Sementara mengenai asal kata siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah 
terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah 
berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin 
berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan 
kepada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang 
berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku 
tindak pidana tertentu.  Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal 
dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dalam 
Bahasa Persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosakata Bahasa Turki dan 
Mongol yang berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum 
atau aturan. Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari 
bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang 
semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda. Dari 
beberapa pendapat ahli maka disimpulkan bahwa siyasah secara etimologis berarti 
mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. 
 Secara terminologis didalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat 
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. 
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Serta siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan 




 Ada banyak definisi siyasah dikemukakan oleh beberapa yuris Islam. Menurut 
Abu al-Wafa Ibn Aqil siyasah adalah “suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat 
lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun 
Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk 
mengaturnya”. Berbeda dengan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah 
berarti “pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta 
pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi 
mereka”. Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah 
“mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”.9 
 Secara redaksi ketiga definisi siyasah yang dikutip di atas berbeda antara satu 
dari yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendakinya sesungguhnya 
sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa siyasah merupakan sebuah terminologi 
yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan 
umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di 
orientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. 
 Setelah diuraikan definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologis maupun 
terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi fiqh siyasah. Dikalangan 
teoritisi politik Islam, ilmu fiqh siyasah itu sering disinonimkan dengan ilmu siyasah 
syar’iyyah yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan “ilmu siyasah syar’iyyah 
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(ilmu fiqh siyasah) adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan 
masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-
undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 
kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang 
mengaturnya.” 
 Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan 
di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ketatanegaraan Islam atau yang biasa disebut 
fiqh siyasah merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang 
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang 
kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang 




 Pada kutipan di atas kita diperkenalkan dengan istilah siyasah syar’iyyah 
ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya 
dikenal dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar’iyyah yaitu siyasah yang dalam 
proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah 
wadh’iyyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata 
yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. 
Nilai dan norma merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh 
institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi 
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kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia 
sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan 
manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan 
warisan budaya. Perlu dikaitkan atau di nilai dengan nilai dan norma transendental 
agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti yang 
ditetapkan dalam syariat-Nya. Jadi, sumber dari siyasah ada dua macam yaitu sumber 




 Berbeda dengan siyasah syar’iyyah, siyasah wadh’iyyah hanya memiliki satu 
sumber  saja, yaitu sumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Sumber-sumber 
hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan bersifat 
dinamis, karena adat-istiadat, pengalaman, budaya, dan pandangan manusia itu pasti 
berbeda-beda dan terus menerus berkembang sejalan dengan perbedaan waktu, 
situasi, dan kondisi yang mengitarinya. 
 Dengan demikian, ilmu fiqh siyasah menempatkan hasil temuan manusia 
dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai.Setiap 
peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan 
ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.Kewajiban ini di perintahkan oleh Allah 
dalam QS. An-Nisa /4:59 : 
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                            
                        
               
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”12 
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah 
Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun 
terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek 
pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara 
warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu 
negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang 
kehidupan.
13
 Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan 
perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. 
Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian siyasah adalah “Objek kajian siyasah 
adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan 
penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa  syariah, 
yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu 
nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”  
                                                             
12
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Art), 
h.47 
13
A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah 
(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 46. 
26 
 
Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf yaitu  
“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang 
dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok 
agama dan merupakan realisasi  kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan 
perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan 
ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing 
dalam mencapai tujuan negara.
14
 
Berkenaan dengan ruang lingkup kajian siyasah syar’iyyah timbul beberapa 
persoalan. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh 
siyasah itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus 
mendapat pengaturan? bagaimana pengaturan hubungan antar warga negara dengan 
lembaga negara Islam dan warga negara dengan lembaga negara lain. Baik yang 
Islam maupun non Islam? 
Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap 
perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Tidak 
jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang 
diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam 
delapan bidang, yaitu: 
1. Siyasah Dusturriyah Syar’iyyah  
2.  Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah 
3.  Siyasah Qadha’iyyah  Syar’iyyah 
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4. Siyasah Maliyah Syar’iyyah  
5. Siyasah Idariyah Syar’iyyah 
6. Siyasah Kharijiyah Syar’iyyah/Siyasah Dawliyah 
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah  
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah 
Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas 
syari’ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu: 
1. Fiqh Dustury 
2. Fiqh Maliy 
3. Fiqh Dawly 
4. Fiqh Harbiy 
Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan 
menjadi tiga bagian pokok.Pertama yaitu politik perundang-undangan (Siyâsah 
Dustûriyyah).Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’iyyah) 
oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan 
administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
15
 
Kedua yaitu politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan 
yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah 
peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar 
diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 
Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah), yang antara 
lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja 
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Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai 
“pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan 
berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia 
yang membutuhkan pengaturan siyasah.
17
 
Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang 
menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: 
1. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara 
dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain 
dalam batas-batas administratif suatu negara.
18
 Jadi, permasalahan di dalam fiqh 
siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka 
ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 
dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan 
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu Negara 
Indonesia, Ira’ dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan 
identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran. 
                                                             
16
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.14. 
17
https://berlinang.wordpress.com/2012/07/09/fiqih-siyasah-dalam-kajian-oleh-duscik-
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2. Fiqh siyasah dauliyyah, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, 
kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan 
Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah 
territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran 
warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum Dzimi, perbedaan 
agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh 
yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu 
dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara yang 
menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun 
tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Misalnya: NATO PBB.
19
 
3.  Fiqh siyasah maliyyah, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, 
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
20
 Maka, dalam fiqh siyasah ada 
hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. 
Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus 
bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah 
ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk 
mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan 
miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut fiqih maliyyah adalah 
Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).   
                                                             
19
http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html , (Diakses pada 26 
Oktober 2017) 
20
A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah 
(Jakarta: Prenada Media, 2003), h.49. 
30 
 
Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai 
dengan waktu dan tempat, dan pada giliran mengarahkan kehidupan masyarakat 
sesuai dengan prinsip-prinsip syar’iah yang umum atau dalil-dalil yang kulliy. 
B. Sumber-Sumber Hukum Fiqh Siyasah  
Seorang faqih yang menguasai fiqh siyasah khususnya, dan fiqh pada 
umumnya, mampu hidup sesuai dengan kehendak syari’ah, sekalipun tanpa undang-
undang buatan manusia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala peraturan  
perundangan dianggap tidak Islami, jika peraturan perundangan yang ada termasuk 
ruang lingkup ijtihad dan ditujukan untuk mengendalikan dan merekayasa kehidupan 
masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah, sesuai dengan dalil-dalil 
yang kulliy. 
Sesuai dengan perspektif fiqh siyasah seorang faqih/ahli hukum Islam 
diharapkan mampu memberikan respon menunjukkan jalan keluar dari setiap 
perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai diakibatkan kemajuan dan 
teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Prinsip-prinsip umum/ dalil-dalil 
kulliy dalam fiqh siyasah, merupakan identitas yang dimaksud, dan menduduki 
kedudukan yang strategis, prinsip umum dan dalil kulliy ini dapat berupa al-Qur’an 
dan hadist nabi, maqhasid al-syariah, kaidah-kaidah fiqhiyah kulliyah dan ruh al-
hukum (semangat ajaran).
21
  Identitas tersebut tidak dapat dikorbankan karena alasan 
perubahan situasi dan kondisi, ia tidak dapat dihilangkan karena alasan perbedaan 
waktu dan tempat. Alasannya, peraturan perundangan yang bersifat penjabaran dari 
dalil-dalil yang kulliy dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.Oleh karena itu, 
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peraturan perundangan demikian tidak menduduki kedudukan yang strategis, tetapi 
hanya menempati tempat yang bersifat taktis. Meskipun demikian peraturan 
perundangan tersebut harus selalu berorientasi kepada dalil-dalil yang kulliy. Pada 
dasarnya ia merupakan perwujudan dari dalil-dalil yang kulliy pada situasi dan 
kondisi tertentu dan pada tempat dan waktu tertentu. 
Selain mempertimbangkan masa lalu, fiqh siyasah pun berorientasi kepada 
masa kini dan nanti. Hal ini sesuai dengan semangat al-Qur’an. Dalam perspektif 
seperti itu, fiqh siyasah dipelajari dan diterapkan. 
Di kemukakan beberapa dasar hukum yakni firman Allah dan sabda nabi yang 
dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syar’iyyah, baik langsung maupun 
tidak langsung. 
1.Dasar al-Qur’an al-karim 
a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang dalam QS.Al 
Mu’minun:52 : 
                      
Terjemahnya : 
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang 
satu, dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku.
22
 
b. Kemestian bermusyawarah dan menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah 
yang bersifat ijtihadiyyah. Al-Quran mengisyaratkan bahwa umat islam terkait 
keharusan untuk mengatasi persoalan. Tertuang dalam QS.Ali Imran/3:159 : 
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            
           
             
 Terjemahnya : 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap 
mereka.sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 




Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti 
urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 
c. Kemestian untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. 
Tertuang dalam QS.An nisa/4:58 : 
            
              
     
 Terjemahnya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
24
 
d. Kemestian mentaati Allah dan Rosulullah dan Ulil amri (pemegang kekuasaan). 
Tertuang dalam QS.An nisa/4:59 : 
                         
                      
                   
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
25
 
e. Kemestian mendamaikan konflik antarkelompok dalam masyarakat Islam. 
Tertuang dalam QS.Al Hujarat/49:9 : 
                         
                       
                       
    
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Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat 
aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat 
aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil.
26
 
f. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara ,dan larangan melakukan agresi 
atau invasi. Tertuang dalam QS.Al Baqarah/2:190 : 
            
    
Terjemahnya : 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas.
27
 
g. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Tertuang dalam 
QS.Al  Anfal/8:61: 
           
    
Terjemahnya : 
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya 
dan bertawakallah kepada Allah.Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
28
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h.516. 
27
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 29. 
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h. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan 
Tertuang dalam QS.Al Anfal/8:60 : 
          
          
            
    
 
Terjemahnya : 
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang 
selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. 
Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan 
cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
29
 
i. Keharusan menepati janji. Tertuang dalam QS.An Nahl/16:91 : 
                    
                     
    
 
Terjemahnya : 
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
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sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-
sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
30
 
j. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Tertuang dalam QS.Al 
Hujurat/49:13 : 
                      
                    
    
Terjemahnya : 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal mengenal.Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
31
 
k. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum,dalam hal ini: 
1. Menyedikitkan beban 
2. Berangsur-angsur 
3. Tidak menyulitkan32 
l. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes 
Nilai dasar ini terlihat dari keberadaan peraturan rukhshah, yaitu kekecualian 
dari hukum asal, dalam Al-Qur’an. Aturan tersebut berlaku karena adanya situasi dan 
kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal.Sebagai 
contoh, bagi orang yang sakit dan melakukan perjalanan, dibolehkan membatalkan 
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Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Art), 
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kewajiban berpuasa dengan kewajiban mengqhadanya. Demikian pula dalam 
kewajiban atau larangan lain, semisal jama’ dalam sholat, kondisi darurat dalam 
memakan daging babi. Dalam aturan Rukhshah tersebut di atas, tersirat semangat 
mengenai keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan situasi 
dan kondisi yang dihadapi dalam menerapkan hukum. 
2. Dasar dari As-Sunnah 
a. Keharusan mengangkat pemimpin 
 ٍُ ْث ُذ ًَّ َحُي بََُثَّذَح َمِٛؼ ًَ ِْعإ ٍُ ْث ُِىربَح بََُثَّذَح ٍ ّ٘ َِّشث ٍِ ْث ِشْحَث ٍُ ْث ُّٙ ِهَػ بََُثَّذَح
 ِ َّاللَّ َلُٕعَس ٌَّ َأ ِ ّ٘ ِْسذُخْنا ٍذِٛؼَع َِٙثأ ٍْ َػ َخ ًَ َهَع َِٙثأ ٍْ َػ ٍِغفبَ  ٍْ َػ ٌَ َلَْجَػ
 َلبَل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص َجَشَخ َاِرإ  ُْىَْذََحأ أُش ِّيَُؤَْٛهف ٍَشفَع ِٙف ٌَخثََلَث
33 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan 
kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang 
yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah 
seorang dari mereka sebagai pemimpin!" 
b. Kemestian pemimpin bertanggung jawab  atas kepemimpinannya : 
 ٍِ ْث ِ َّاللَّ ِذْجَػ ٍْ َػ ٍسبَُِٚد ٍِ ْث ِ َّاللَّ ِذْجَػ ٍْ َػ ٌكِنبَي َُِٙثَّذَح ُمِٛػب ًَ ْعِإ بََُثَّذَح
 ََلَأ َلبَل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص ِ َّاللَّ َلُٕعَس ٌَّ َأ ب ًَ ُٓ ُْ َػ ُ َّاللَّ َٙ ِضَس َش ًَ ُػ
 ِّ ِزَِّٛػَس ٍْ َػ ٌلُٕئْغَي ْىُكُّهُك َٔ  ٍعاَس ْىُك
ُّهُك  ٍعاَس ِطبَُّنا َٗهَػ ِ٘زَّنا ُوبَي ِْلْبَف
 ٍْ َػ ٌلُٕئْغَي َٕ ُْ َٔ  ِّ ِز ْٛ َث ِم ْ َ أ َٗهَػ ٍعاَس ُمُج َّشنا َٔ  ِّ ِزَِّٛػَس ٍْ َػ ٌلُٕئْغَي َٕ ُْ َٔ
 ٌَخنُٕئْغَي َٙ ِْ َٔ  ِ َِذن َٔ َٔ  ب َٓ ِج ْٔ َص ِذْٛ َث ِم ْ َأ َٗهَػ ٌَخِٛػاَس ُ َحأْش ًَ ْنا َٔ  ِّ ِزَِّٛػَس
 َّشنا ُذْجَػ َٔ  ْى ُٓ ُْ َػ ََلَأ ُُّْ َػ ٌلُٕئْغَي َٕ ُْ َٔ  ِ ِِّذَٛع ِلبَي َٗهَػ ٍعاَس ِمُج ْىُك
ُّهَُكف
 ِّ ِزَِّٛػَس ٍْ َػ ٌلُٕئْغَي ْىُكُّهُك َٔ  ٍعاَس
34 
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Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian 
adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya 
atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan 
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga 
adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban 
atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah 
suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga 
pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban 
terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang 
dipimpinnya." 
c. Kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan 
antara pemimpin dengan pengikut : 
 َٗغِٛػ بَ ََشجَْخأ ُّٙ ِهَظُْ َحْنا َىٛ ِْ اَشْثِإ ٍُ ْث ُكَحْعِإ بََُثَّذَح َبَُثَّذَح َُظَُٕٚ ٍُ ْث
 ِىِهْغُي ٍْ َػ ٌَ بََّٛح ٍِ ْث ِكْٚ َصُس ٍْ َػ ٍِشثبَج ٍِ ْث َذَِٚضٚ ٍِ ْث َذَِٚضٚ ٍْ َػ ُّٙ ِػاَص ْٔ َ ْلْا
 َلَبل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص ِ َّاللَّ ِلُٕعَس ٍْ َػ ٍكِنبَي ٍِ ْث ِف ْٕ َػ ٍْ َػ َخَظََشل ٍِ ْث
 ُِحر ٍَ ِٚزَّنا ْىُِكز ًَّ َِئأ ُسبَِٛخ ْى ِٓ ْٛ َهَػ ٌَ ُّٕهَُصر َٔ  ْىُكْٛ َهَػ ٌَ ُّٕهَُصٚ َٔ  ْىَُك ُّٕجُِحٚ َٔ  ْى ُٓ َ ُّٕج
 َمِٛل ْىَُك ُٕ َؼْهَٚ َٔ  ْى ُٓ َ ُٕ َؼَْهر َٔ  ْىَُك ُٕضِغُْجٚ َٔ  ْى ُٓ َ ُٕضِغُْجر ٍَ ِٚزَّنا ْىُِكز ًَّ َِئأ ُساَشِش َٔ
بَي َلَ َلَبَمف ِفْٛ َّغنِبث ُْىُِْزثبََُُ ََلََفأ ِ َّاللَّ َلُٕعَس بَٚ  َاِرإ َٔ  َحَلَ َّصنا ْىُكِٛف إُيبََلأ
 ٍْ ِي ًاَذٚ إُػِضُْ َر َلَ َٔ  َُّه ًَ َػ إُْ َشْكبَف َُّ ُْٕ َشَْكر ًبئْٛ َش ْىُِكرَلَ ُٔ  ٍْ ِي ُْىزْٚ َأَس
 ٍخَػبَط35 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah 
mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al 
Auza'i dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin 
Qaradlah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
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beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai 
kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian 
mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang 
membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan 
kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita 
memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka 
mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian 
sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian 
melepas dari ketaatan kepada mereka 
d. Kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai ,Tidak hanya berfungsi sebagai 
alat untuk menyerang ,tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung : 
 َُِٙثَّذَح ُخَثَبجَش بََُثَّذَح ٍةْشَح ٍُ ْث ُشْٛ َْ ُص َُِٗثَّذَح ٍىِهْغُي ٍْ َػ ُىٛ ِْ اَشْثِإ بََُثَّذَح
 َّٗهَص ِ ّٙ ِجَُّنا ٍْ َػ َحَشْٚ َشُْ  َِٙثأ ٍْ َػ ِجَشَْػْلْا ٍْ َػ ِدَب ِّضنا َِٙثأ ٍْ َػ ُءبَلْس َٔ
 ََِّإ َلَبل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ ب ًَ ٌخَُُّج ُوبَي ِْلْا  َشََيأ ٌْ ِ َئف ِّ ِث َٗمَّ ُزٚ َٔ  ِّ ِئاَس َٔ  ٍْ ِي َُمرَبُمٚ
 ٌَ بَك ِ ِشْٛ َِغث ْشُْيأَٚ ٌْ ِإ َٔ  ٌشَْجأ َكَِنِزث َُّن ٌَ بَك ََلذَػ َٔ  َّمَج َٔ  َّضَػ ِ َّاللَّ ٖ َٕ َْمزِث
 ُُّْ ِي ِّ ْٛ َهَػ
36 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Muslim telah menceritakan 
kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Syababah telah 
menceritakan kepadaku Warqa` dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang 
imam itu ibarat perisai, seseorang berperang di belakangnya (mendukung) dan 
berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seorang imam 
(pemimpin) memerintahkan supaya takwa kepada Allah 'azza wajalla dan 
berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala karenanya, dan jika 
dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa." 
e. Kemestian pemimpin untuk  berlaku adil dan dengan itu kemuliaan nya tidak 
hanya dihormati manusia dalam kehidupan  dunia, tetapi juga dihormati Allah 
dalam kehidupan Akhirat. 
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 َُِٙثَّذَح َلبَل ِ َّاللَّ ِذْٛ َجُػ ٍْ َػ ََْٗٛحٚ َبَُثَّذَح َلَبل ٌسَاذُْ ُث ٍسبَّشَث ٍُ ْث ُذ ًَّ َحُي بََُثَّذَح
 ٍْ َػ َحَشْٚ َشُْ  َِٙثأ ٍْ َػ ٍىِصبَػ ٍِ ْث ِصْفَح ٍْ َػ ٍِ ًَ ْح َّشنا ِذْجَػ ٍُ ْث ُتْٛ َجُخ
 َص ِ ّٙ ِجَُّنا َِّلَإ َّمِظ َلَ َو ْٕ َٚ ِّ ِّهِظ ِٙف ُ َّاللَّ ْىُٓ ُّهُِظٚ ٌخَؼْجَع َلَبل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗه
 ُُّّهِظ ُلِدبَؼْنا ُوبَي ِْلْا  ِٙف ٌكَّهَؼُي ُُّجْهَل ٌمُجَس َٔ  ِّ ِّثَس َِحدبَجِػ ِٙف َ أَشَ  ٌّةبَش َٔ
 ًَ َزْجا ِ َّاللَّ ِٙف بَّثبََحر ٌِ َلَُجَس َٔ  ِذِجبَغ ًَ ْنا ُّْزَجَهَط ٌمُجَس َٔ  ِّ ْٛ َهَػ َبل ََّشَفر َٔ  ِّ ْٛ َهَػ بَؼ
 َٗفَْخأ َقَّذََصر ٌمُجَس َٔ  َ َّاللَّ ُفبََخأ َِِّٙإ َلبَمَف ٍلب ًَ َج َٔ  ٍتِصُْ َي ُدَار ٌ َحأَشْيا
 ْذَضَبَفف ًبِٛنبَخ َ َّاللَّ َشََكر ٌمُجَس َٔ  ُُّ ٛ ًِ َٚ ُكِفُْ ُ ر بَي ُُّنب ًَ ِش ََىهَْؼر َلَ َّٗزَح
 ُِبَُْٛ َػ
37 
Artinya :  
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Bundar berkata, 
telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tujuh 
golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak 
ada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang adil, seorang pemuda 
yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabbnya, seorang laki-laki 
yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai 
karena Allah; mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena 
Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya 
lagi cantik lalu dia berkata, 'Aku takut kepada Allah', dan seorang yang 
bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki 
yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya 
basah karena menangis." 
3. Dasar pendapat para ulama 
Kebanyakan para ulama sepakat dalam kemestian menyelenggarakan siyasah 
Dalam pada itu mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah 




                                                             
37
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Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 
(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h. 14. 
41 
 
“Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara.” 
Pernyataan tentang penyelenggaraan siyasah syar’iyyah harus sesuai dengan apa-apa 
yang termaktub dalam syara saja, meskipun merupakan kebutuhan yang fundamental. 
Abu Ishak Al Syatibi mengusulkan teori maqashid al-Syariah sehubungan 
dengan pelaksanaan siyasah syar’iyyah, baginya, siyasah tidak hanya bertumpu pada  
maqashid al-Syariahnya tetapi juga bertumpu pada Wasahailnya. Semisal sad 
adzari’ah fath adzdzari’ah yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Bertolak dari 
pemahaman bahwa dunia adalah ladang persemaian untuk akhirat (mazra’atul 
akhirat) . 
Imam Al Ghazali berpendapat bahwa “agama tidak sempurna kecuali dengan 
dunia. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, 
sedangkan sulthon merupakan penjaga. Yang tidak berasal dari agama akan hancur, 
dan yang tidak terjaga atau bersulthon akan hilang”.39 Oleh sebab itu Al Ghazali 
menempatkan ilmu siyasah khalq sebagai alat. Lebih lanjut Al Ghazali berpendapat 
bahwa seorang ahli hukum  Islam seharusnya berpengetahuan tentang siyasah, sebab 
menurutnya ia tidak hanya berperan sebagai guru sulthon, tetapi juga pembimbing ke 
arah siyasah khalq. Oleh sebab itu Al Ghazali berpendapat hukum mempelajari 
siyasah adalah fardu kifayah. 
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A. Pengertian Perbankan Syariah 
Perbankan syariah terdiri dari dua kata yaitu perbankan dan syariah. 
Perbankan adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata “bank” di ambil dari 
bahasa Itali, yakni banco yang berarti meja. Artinya bahwa mejalah yang digunakan 
untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu sampai sekarang, dan 
mungkin sampai yang akan datang secara administratif, tetap dilaksanakan di atas 
meja. Dalam bahasa Arab bank disebut dengan kata masrif yang berarti tempat 
berlangsungnya saling, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau 
selainnya untuk melakukan muamalah. 
Dalam bahasa Indonesia kata bank berarti lembaga keuangan yang usaha 
pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
1
 
Menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada 
ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Sedangkan kata “perbankan” itu sendiri yang merupakan bentuk kata benda “abstrak” 
mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.
2
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Selanjutnya, kata “Syariah” menurut Hussain Hamid Hassan dalam bukunya 
Lectures on Islamic Economicsm menyebutkan bahwa hukum Islam adalah 
pemahaman manusia mengenai syariah. Pemahaman ini bisa benar bisa juga salah 
dan itulah fitrahnya fiqih. Sebaliknya bahwa syariah tidak pernah akan salah, karena 
syariah wahyu Allâh melalui nabi Muhammad saw. Jadi syariah itu permanen tidak 
berubah dan tidak bisa diragukan, sebab syariah adalah al-Qur’an itu sendiri. 
Muhammad Said al-Ashmawi, mengutarakan bahwa kata syariah dalam arti yang 
sebenarnya adalah jalan, metode, atau cara. Kata Syariah pada mulanya digunakan 
oleh generasi muslim untuk arti yang tepat, kemudian diperluas meliputi aturan 
aturan hukum baik yang ada dalam al-Qur'an maupun al Hadisth. Akhirmya istilah 
syariah masuk dalam ranah aturan-aturan hukum yang sah. Kini, hukum Islam atau 
syariah merujuk pada yurisprudensi Islam. 
Sementara kata “Syariah” dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah 
aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya 
sesuai dengan hukum Islam.
3
 Sedangkan kata syariah secara harfiah adalah jalan 
menuju sumber air dan dalam pengertian teknis, kata ini berarti sistem hukum dan 
aturan perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur' ân dan hadisth. Karenanya kaum 
muslimin tak dapat memilah perilaku mereka kedalam dimensi religius dan 
dimensi sekuler. Selain itu tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah.
4
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Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang berkaitan dengan 
pemahaman manusia tentang ketentuan-ketentuan hukum Syariah. "Prinsip 
Syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. 
Sehingga Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5
 Perbankan syariah adalah 
lembaga keuangan yang bekerja untuk menarik (mengumpulkan) sumber-sumber 
keuangan yang berasal dari individu-individu masyarakat, dan melaksanakan 
fungsinya dalam menjamin kebesaran dan pertumbuhan keuangan berdasarkan 
kaidah-kaidah syariat Islam, serta peran pelayanan umat dan upaya peningkatan 
ekonomi mereka. 
Singkatnya tujuan bank syariah/Islam bukanlah sekedar untuk mengumpulkan 
harta kaum muslimin namun tujuan dasarnya adalah untuk melaksanakan tugas 
operatifnya bagi peningkatan produktifitas nasionalisme, penyediaan modal bagi 
masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mereka, serta tujuan untuk mencapai 
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B. Sumber Hukum Perbankan Syariah 
Islam mengatur umatnya dalam segala hal, diantaranya adalah mengatur 
hubungan antara makhluk dengan tuhannya serta hubungan makhluk dengan 
makhluk seperti hubungan antar sesama manusia.
6
 Hubungan makhluk dengan Tuhan 
diwujudkan dalam ibadah yang kemudian diatur dengan figh ibadah. Dan hubungan 
makhluk dengan makhluk diatur dengan figh muamalat. Salah satu pembahasan 
dalam fiqh muamalat adalah ekonomi Islam.
7
 Kemudian dalam ekonomi Islam 
terdapat pembahasan tentang perbankan syariah. Adapun landasan yang digunakan 
dalam perbankan syariah adalah al-Qur'an (wahyu Allâh yang disampaikan kepada 
Nabi Muhammad saw. melalui malaikat jibril) dan Sunnah Rasulullah (ucapan, 
perbuatan dan sikap Rasulullah saw.) Yang kemudian ijma dan qiyâs yang di 
ijtihadkan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur'an  
Al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, oleh 
karena itu al-Qur'an adalah sebagai dasar hukum dalam perbankan syariah 
yang di dalamnya terdapat hal ihwal yang terdapat hukum-hukum dan undang-
undang diharamkannya riba dan di perbolehkannya jual beli
8
, orang yang memakan 
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, 
sebagaimana yang dijelaskan QS.Al-Baqarah/2:275 : 
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          
              
             
             
  
Terjemahnya : 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 




Berkaitan dengan ekonomi dan juga contoh lain di dalam al-Qur'an adanya 
perintah mencatat atau membukukan yang baik dalam hal utang-piutang. 
2. As-Sunnah 
As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. As- 
Sunnah sekaligus merupakan alat untuk menginterpretasikan al-Qur'ân. Di 
dalamnya dapat kita jumpai aturan-aturan yang terkait dengan perekonomian 
Islam. Diantaranya seperti sebuah hadisth yang isinya larangan terhadap jual beli 
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gharar (akad jual beli tipuan yang menyodorkan barang yang tidak jelas) disebutkan 
dalah haditsh Abu Hurairah dalah Shahih bahwa ia menceritakan: 
Rasulullah saw. melarang menjual dengan sistem hashat (melempar batu 
dalam menjual tanah untuk mengukur luasnya) dan jual beli gharar. 
Contoh lain, as-sunnah juga menjelaskan tentang riba. Riba adalah tergolong 
dalam hal yang membinasakan.  
Dari beberapa contoh tersebut diatas adalah sebagian dari dasar hukum 
yang digunakan dalam konsep perbankan syariah. 
3. Ijma' dan Qiyas 
Untuk ijma dan qiyas di sini adalah ijma dan qiyas yang dilakukan oleh 
para salafus shalihin. Ijma dan qiyas merujuk pada kitab-kitab fiqih umum dan kitab 
fiqih khusus. 
Kitab-kitab fiqih umum ini menjelaskan ibadah dan muamalah. Dalam 
muamalah terdapat pembahasan tentang ekonomi yang dikenal dengan Al Muamalah 
Al-Maliyah, isinya merupakan hasil Ijtihad ulama terutama dalam mengeluarkan 
hukum-hukum dari di a1-Qur’an dan Hadis yang shahih. 
Pembahasan yang dimaksud disini (dalam kitab-kitab fiqih umum) yang 
berkaitan dengan ekonomi Islam adalah zakat, sedekah sunnah, fidyah, zakat fitrah, 
jual beli, riba, dan lain sebagainya. Kitab fiqih khusus (Al-Malu Wal-Iqtişádi). Kitab 
ini secara khusus membahas masalah yang berkaitan dengan uang, harta lainnya dan 
jual beli.
10
 Yang dimaksud dengan fiqih atau hukum Islam adalah pemahaman 
manusia mengenai al-Qur’an dan sunnah yang kemudian impelementasikan dalam 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama 
Indonesia,yang di dalamnya merupakan kumpulan para ulama dan berbagai golongan 
atau organisasi umat Islam di Indonesia. Walaupun Majelis Ulama Indonesia bukan 
merupakan supra struktur dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, akan tetapi 
Majelis Ulama Indonesia bisa dipahami sebagai sebuah wadah yang 
merepresentasikan umat Islam Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena 
pengurus Majelis Ulama Indonesia merupakan fungsionaris atau pimpinan ormas 
Islam bahkan Majelis Ulama Indonesia mengakomodir tokoh-tokoh lain yang tidak 
berasal dari ormas Islam yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas misalnya 
perguruan tinggi Islam dan dari pesantren serta dari Institusi keislamanlainnya. 
Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan terhadap umat 
Islam di Indonesia mempunyai berbagai fungsi dan tugas yang harus diembannya, 




Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke 
dalam tiga kategori utama: kategori pertama adalah fatwa tentang kehalalan produk 
makanan, minuman, dan kosmetika, kategori kedua adalah fatwa yang bekaitan 
dengan perekonomian Islam, dan kategori ketiga adalah; pertama. fatwa tentang 
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Karena perbankan syariah berdasarkan syariah Islam maka semua akad 
harus sesuai dengan fatwa Majelis Ulama yang ada dalam perbankan syariah 
Indonesia, yang dalam istilah ekonomi syariah lebih tepat Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia. 
Jadi, salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah 
Fatwa MUI yang biasanya di godok dan di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 
MUI (DSN MUI). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam 
yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat 
muslim di Indonesia.  
C. Dasar-Dasar Hukum Perbankan Syariah 
Kini Perbankan Syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat yang 
secara spesifik mengelaborasi kekhususan Perbankan Syariah. Jika dihitung rentang 
waktu antara pendirian Perbankan Syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan UU 
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun. 
Jadi, pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR, 17 Juni 2008 dan 
pengundangannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2008 
dapat dikatakan sangat telat. Sebab, di zaman penjajahan saja, pemerintahan kolonial 
Belanda sudah mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalam 
bidang ekonomi syariah, seperti tercermin dari ordonansi riba tahun 1938. Ordonansi 
riba ini dikeluarkan untuk mencegah praktik riba di kalangan masyarakat, antara lain 
dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian satu 
pihak atau memperingan beban pihak yang merasa diberatkan itu (Pasal 2 ayat 14 






Pengesahan UU Perbankan Syariah telah melahirkan secercah harapan 
dalam sejarah perbankan di Indonesia. Dengan UU Perbankan Syariah, eksistensi 
Perbankan Syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang 
sangat kuat. Selama ini, secara hukum, keberadaan Perbankan Syariah cukup 
sumir, karena pengoperasiannya tidak berpijak pada UU yang secara khusus 
mengatur Perbankan Syariah. 
1. Perbankan Syariah dalam UUD 1945 
Perbankan Syariah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD yang 
berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Institusi ekonomi yang paling tepat 
untuk menerjemahkan hal di atas adalah Perbankan Syariah, karena (1) sesuai 
dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang 
sebagian besar menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (asas demokrasi 
ekonomi, (2) Perbankan Syariah mengutamakan kemajuan bersama dari pada 
kemajuan individu (asas kebersamaan), (3) Perbankan Syariah sangat cocok 
sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat 
menikmati layanan perbankan dan dapat memberdayakan diri (asas keadilan dan 
kemandirian), (4) Perbankan Syariah tidak boleh mendukung atau bermitra 
dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan 
(asas keberlanjutan dan lingkungan), (5) Perbankan Syariah menggabungkan antara 
tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi (asas keseimbangan), serta (6) 






dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya 
manusia (asas kesatuan ekonomi nasional). 
2. Perbankan Syariah dalam UU 
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Namun, dalam UU ini ketentuan 
tentang Perbankan Syariah sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban 
terhadap keunikan dan kekhususan Perbankan Syariah. Menurut Pakar Hukum 
Perbankan, Sutan Remy Sjahdeini, UU tersebut hanya secara samar-samar 
memberikan indıkasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas 
perbankan berdasarkan bagi hasil.
13
 
Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan tentang 
perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat pada pasal 1 angka 
3 dan 4 bahwa (3) bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran: (4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Selanjutnya dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 berdasarkan hukum Islam 
antara bank dan pihak lain untuk kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudarobah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli 
barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
                                                             
13
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 







berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain. 
Namun, kelemahan dari UU No. 10 Tahun 1998 dalam perspektif 
Perbankan Syariah adalah UU ini mengatur ketentuan yang berlaku untuk semua 
bank, baik bank konvensional maupun Bank Syariah, sebagaimana terlihat dari 
pendefinisian Bank Umum dan BPRS tadi. Karena itu, UU No. 10 Tahun 1998 
telah merancukan batasan antara bank konvensional dengan Bank Syariah 
sehingga seakan-akan semua ketentuan yang mengatur Bank Umum dan BPR 
dapat mengatur pula Perbankan Syariah. Kerancuan di atas semakin terlihat, karena 
hal yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah sangat minim. Dari 59 
Pasal yang ada dalam UU No. 10 Tahun 1998, hanya ada 8 Pasal yang mengulas 
Perbankan Syariah, yaitu  Pasal l angka (12), Pasal 6 huruf (n), Pasal 7 huruf (c), 
Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan 
Pasal 37 ayat (1) huruf (c). Dengan penjelasan di atas, maka UU No. 10 Tahun 1998 
belum menjelaskan kekhususan dari Perbankan Syariah dan bagaimana 
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  
Dalam UU Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan 
syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun 
UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk 
memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan operasional 
Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur 






Sebagai UU yang khusus mengatur Perbankan Syariah, dalam UU ini 
diatur mengenai masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. 
Untuk menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di 
dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang 
keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan 
unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. 
Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada Perbankan 
Syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di 
samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, 
mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan 
Peradilan Umum sepaniang disepakati di dalam akad oleh para pihak. 
Untuk menerapkan substansi UU Perbankan Syariah ini, maka pengaturan terhadap 
UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum 
Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu 
tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan 
memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan PBI 
3. Perbankan Syariah Dalam Peraturan Pemerintah 
Setidak-tidaknya ada empat peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
perbankan syariah, yaitu : 
Pertama, PP No.70 tahun 1992 tentang Bank Umum dan Perubahan-
Perubahannya. Hal penting dari PP ini berkaitan dengan Bank Syariah, sebagaimana 






1992 adalah tentang modal disetor untuk mendirikan bank umum dan bank 
campuran yang sekurang-kurangnya sebesar Rp3 triliun. 
Kedua, PP No. 71 tahun 1992 tentang BPR dalam PP ini, ketentuan 
tentang BPR hanya terdapat dalam pasal 6 ayat (2) bahwa bank berkreditan 
rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus 
secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata mata berdasarkan 
prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rancangan kerjanya. 
Penjelasan dari pasal di atas adalah yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat 
yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana di maksud dalam 
peraturan perundang undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. 
Ketiga, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi 
Hasil. Inti dari PP No. 72 tahun 1992 ini adalah bahwa bank yang melaksanakan 
prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah (pasal 2) dan 
kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak (pasal 3). 
Selain itu, bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memiliki dewan 
syariat (pasal 5). Bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil (pasal 6). Dengan 
demikian, meskipun PP No. 72 tahun 1972 yang hanya terdiri dari 9 pasal ini 
serta PP lainnya belum cukup untuk mengeksplorasi kekhususan perbankan 
syariah, karena hanya mengatur bagian yang sangat kecil tentang perbankan 
syariah. 
Keempat, PP terakhir yang membahas tentang perbankan syariah adalah 
PP No. 30 Tahun 1999 tentang pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank 
Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PP No.73 Tahun 






Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Alasan dari adanya PP ini adalah karena 
dengan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka ketentuan 
pelaksanaan mengenai Bank Umum dan BPR, termasuk yang melaksanakan 
prinsip bagi hasil, menjadi wewenang Bank Indonesia,bukan pemerintah. Walau 
begitu PP yang di cabut tapi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
UU serta tidak di cabut atau di perbarui. 
Dengan adanya PP No. 30 Tahun 1999, maka semua regulasi yang 
mengatur perbankan secara umum dan Perbankan Syariah secara khusus tidak 
lagi melalui PP, melainkan melalui PBI. Kekuasaaan untuk membina dan 
mengawasi bank selanjutnya beralih dari pemerintah melalui Departemen 
Keuangan ke Bank Indonesia. 
4.  Perbankan Syariah Dalam Peraturan Bank Indonesia 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang di keluarkan oleh 
Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina semua Bank yang berbadan hukum 
Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Pasti timbul pertanyaan dimanakah posisi PBI 
dalam hierarki hukum nasional yang terdiri dari UUD, UU,Perpu, PP, Perpres, dan 
Perda? Dengan tidak termasuknya PBI dalam salah satu hierarki hukum nasional 
seperti yang dilansir UU No. 10 Tahun 2004, apakah PBI ilegal, alias tidak mengikat? 
Dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan 
yang dikeluarkan lembaga negara lain, seperti Bank Indonesia, yang bersifat 
mengatur mempunyai kekuatan hukum selama diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan, yang dalam hal ini oleh UUD, UU, Perpu, PP,dan Perpres. 






sendiri, melainkan harus merujuk atau melaksanakan perintah dari salah satu hierarki 
hukum di atas. 
Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 memberikan pengecualian bahwa ketentuan 
yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh pejabat negara sebelum pemberlakuan 
UU No. 10 Tahun 2004, 1 November 2004, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan UU di atas (Pasal 56 UU No. 10 Tahun2004). UU No. 10 Tahun 
2004 mulai berlaku pada 1 November 2004 (Pasal 58UU No. 10 Tahun 2004). 
Dengan ketentuan di atas, PBI yang lahir sebelum 1 November 2004 tetap 
mempunyai kekuatan hukum. Namun, untuk PBI yang lahir setelah 1 November 
2004 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2004. 
Karena PBI tidak termasuk dalam hierarki hukum nasional, maka proses kelahiran 
PBI harus ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam 
Pasal 7, yaitu UUD, Perpu, UU, PP, dan Perpres (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 tahun 
2004). Jadi dalam UU (misalnya) ada pasal yang berbunyi:"Ketentuan lebih lanjut 
mengenai hal tertentu diatur dalam PBI". 
UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk 
mengatur hal-hal tertentu terkait dengan Bank Umum dan BPR, termasuk 
yang melaksanakan prinsip syariah, sebenarnya telah memberikan pijakan yang 
kuat kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan di bidang perbankan 
melalui PBI. Persoalannya, UU No. 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan 
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum spesifik mengeksplorasi 






perintahnya "terkerangkeng" dalam sebuah penjara yang tidak memungkinkannya 
mengeksplorasi kekhususan Perbankan Syariah. 
Namun, dengan pengesahan UU Perbankan Syariah, keberadaan PBI yang 
mengatur Perbankan Syariah juga semakin kuat, karena diperintahkan oleh UU 
yang secara khusus mengacu Perbankan Syariah, bukan diperintahkan oleh UU 
yang mengatur perbankan secara umum sebagaimana terjadi sebelumnya. 
Dalam UU Perbankan Syariah banyak pasal-pasal yang memerintahkan 
"ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu di atur dalam PBI" Setidak-tidaknya 
terdapat 21 ketentuan dalam Perbankan Syariah yang memerintahkan pengaturan 
lebih lanjut mengenai hal tertentu dalam PBI, yaitu:(1) PBI tentang tugas manajemen, 
remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan 
dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan, laba, dan hal-hal lainnya, (2) PBI tentang 
jumlah maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/ 
atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, (3) PBI tentang 
perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasa serta pendirian dan kepemilikan Bank 
Syariah, (4) PBI tentang besamya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank 
Syariah, (5) PBI tentang izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah, (6) PBI 
tentang tata cara pembentukan,keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah, (7) 
PBI tentang uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham pengendali, (8) PBI 
tentang syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang 
menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah, (9) PBI untuk memastikan 
kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, (10) PBI tentang uji kemampuan dan 






eksekutif Bank Syariah, (12) PBI tentang pembentukan Dewan Pengawas Syariah, 
(13) PBI tentang tata kelola Perbankan Syariah yang baik, (14) PBI tentang 
pelaksanaan dan pelaporan batas maksimum penyaluran dana, (15) PBI tentang 
pengelolaan risiko, (16) PBI tentang pembelian bangunan oleh Perbankan Syariah; 
(17) PBI tentang tukar-menukar informasi antar bank, (18) PBI tentang tingkat 
kesehatan Perbankan Syariah, (19) PBI tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan 
buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Perbankan Syariah oleh Akuntan Publik 
atau pihak lain, (20) PBI tentang pelaksanaan sanksi administratif, dan (21) PBI 







PERBANKAN SYARIAH DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA 
Perjuangan politik hukum perbankan syariah merupakan bagian usaha 
penegakkan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa 
Indonesia, khususnya umat Islam. Menurut Daniel S. Lev, politik hukum itu 
merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai 
kelompok dan budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam 
interaksi politik, pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik pun 
memiliki peluang yang sangat besar.
1
 Indonesia yang merupakan negara jajahan 
Belanda, telah mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses 
perkembangan sistem hukum asing ke dalam hukum masyarakat pribumi. Jadi, 
bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah dikelilingi oleh banyak 
faktor. 
A. Politik Hukum Perbankan Syariah 
Ketika kita berbicara mengenai politik hukum perbankan syariah, maka akan 
terbayang dalam benak kita bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. Artinya bahwa 
hukum dalam posisi sebagai objek dari politik, dan politik sebagai subjek yang 
memberikan pengaruh kepada hukum
2
. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah 
produk politik, sehingga kita membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan 
pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan 
hukum menuju perubahan iklim politik yang membawa tatanan pemerintahan kearah 
yang lebih baik, seperti halnya bangsa Indonesia ini yang semakin tumbuh dewasa 
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dalam penerapan hukum dan demokrasi
3
. baik penegakan hukum, persamaan hukum, 
hak asasi manusia, pemerataan sosial dan sebagainya. Bellfroid mendefinisikan 
rechtpolitiek yaitu proses pembentukan ius contitutum (hukum positif) dari ius 
contituendum (hukumyang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan 
perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan 
dengan kebijakan publik (public policy) yang menurut Thomas Dye yaitu "whatever 
thegovernment choose to do or not to do". Politik hukum juga didefinisikan sebagai 
pembangunan hukum.
4
 Mahfud MD memberikan uraian bahwa hukum atau system 
legal nasional harus dipandang sebagai sistem yang holistik dan mencakup hubungan 
antara sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi dengan sistem hukum. 
Hukum itu memiliki inherenitas yang besar dengan berbagai aspek kehidupan, 
yakni sistem ideologi Negara, sistem sosial, sistem politik dan system ekonomi, 
sistem hukum, dan sistem budaya baik budaya lokal maupun regional bahkan global. 
Karena adanya inherenitas tadi sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadınya pembentukan hukum sangat dominan. Ketika sedang bahkan sesudah 
dibentuk hukum perbankan syariah terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat, ada 
yang menghendaki pentingnya dibentuk hukum perbankan syariah dan ada pula yang 
mengatakan tidak penting dengan adanya hukum perbankan syariah. Juru bicara 
partai Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan bahwa "Hal-hal yang 
berkaitan dengan perbankan syariah telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 
10 Tahun 1998, sehingga tidak perlu lagi di buatkan UU khusus yang mengatur 
mengenai kegiatan perbankan syariah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebuah UU  
berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip kelompok tertentu saja ke dalam 
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system hukum nasional, sehingga akan berimplikasi dualisme hukum agar tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945". 
Konfigurasi kepentingan dan kekuatan serta intervensi-intervensi baik dari 
dalam maupun dari luar dalam badan pembentukan dan penegakkan undang-undang, 
tidaklah mungkin dapat diabaikan. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh 
golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun 
ekonomi.
5
 Di Indonesia, misalnya, intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah 
lazim, begitu pula di negara-negara berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan 
Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik 
hukum di Indonesia. 
Van den Berg dalam sebuah teori receptio in complexu menyatakan bahwa 
syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jika 
penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam 
pula.
6
 Kemudian pendapat ini ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck 
Hurgronje sebagai penemu teori baru yaitu teori receptie yang menyatakan bahwa 
hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. 
Teori ini menjadi terkenal setelah disistematisasikan dan dikembangkan oleh 
Cornelis van Vollenhoven dan Ter Haar dan para pengikutnya. Teori ini sangat 
sistematis mengerdilkan bahkan menghapuskan keberlakuan hukum Islam di 
Indonesia. Keberlakukan hukum Islam (dalam arti materil) maupun dalam proses 
peradilan (dalam arti formil) dihapus. Pada saat teori ini berlaku, politik hukum Islam 
benar-benar berada pada kemunduran bahkan dalam jurang kehancuran. 
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Munculnya teori receptio seperti yang dikemukakan di atas menimbulkan 
penentangan di kalangan para ahli hukum Islam sebab, menurut Hazairin, teori yang 
dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori setan). Teori ini hendak 
mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan 
merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan 
perintah Allah dan Rasul.
7
 
Pemahaman inilah yang dimaksud dengan matinya atau hapusnya teori 
receptie atau keluarnya dari teori receptio yang disebut dengan Receptie exit. 
Berlakunya teori receptionexit diawali pengesahkan UUD 1945 oleh PPKI pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Bagian pembukaannya merupakan Piagam Jakarta yang 
merupakan keberhasilan dari tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan 
berlakuya hukum Islam. Walaupun dalam piagam tersebut telah dihapuskan tujuh 
kata “dengan kewajiban menjalankan syari„at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 
namun di dalamnya terdapat landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana 
rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan landasan 
yuridis yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan pemberlakuan 
hukum agama bagi pemeluknya. 
Keberlakuan hukum Islam akhirnya dimasukkan dalam rumusan dasar negara 
Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakara yang berbunyi: “Negara 
berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluknya”. Tujuh kata terakhir ini yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta 
dihapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 
Namun melalui dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan 
kembali ke UUD 1945, Soekarno mengatakan bahwa “kita percaya bahwa piagam 
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Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi di belakang UUD 1945, dan 
adalah bagian yang integral dari konstitusi ini.”38 Dalam sejarah pembentukan dasar 
negara bahwa sila pertama berasal dari piagam Jakarta yang berbunyi “negara 
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluknya.
8
 
Teori Receptio a contrario adalah juga teori bantahan terhadap teori Receptio. 
Teori ini dicetuskan oleh Hazairin dengan pernyataan bahwa teori resepsi tidak dapat 
dipergunakan untuk melihat kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah dasar hukum 
di Indonesia. Menurut Hazairin, keistimewaan hukum agama adalah bahwa hukum 
agama itu bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari perkara iman. 
Teori ini merupakan kebalikannya dari teori Receptio, di mana hukum adat 
baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di beberapa daerah yang 
dianggap sangat kuat adatnya, seperti di masyarakat Aceh yang menghendaki 
perkawinan dan kewarisan diatur dan disesuaikan dengan hukum Islam. Bila berlaku 
hukum adat dapat juga diterima apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 
Oleh karenanya kenyataan adanya regulasi perbankan syariah saat ini di 
Indonesia mengukuhkan eksistensi teori receptio exit dan receptio a contrario yang 
meneguhkan teori positifisasi hukum Islam serta sekaligus menolak eksistensi teori 
receptio. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Perbankan 
Syariah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bentuk 
formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. 
Positifisasi hukum Islam dengan menggunakan hukum Islam sebagai salah 
satu sumber hukum nasional didasarkan pada UU Nomor 17 tahun 2007 tentang 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sebagai 
Pengganti Garis-Garis Besar Haluan Negara. Positifisasi hukum Islam dengan 
menggunakan hukum Islam disandarkan pada dasar Negara Pancasila yaitu sila 
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pada pasal 29 ayat (1) Negara 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.  
Dengan demikian, dalam konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan 
pemberlakukan hukum (enactment policy) perbankan syariah dapat dijelaskan dalam 
dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum 
Islam diakui sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional 
selain hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki 
kedudukan yang sama dan seimbang. 
Pemikiran pemberlakukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional saat ini 
juga diperkuat oleh paradigma hukum profetik yang dikembangkan oleh 
Kuntowijoyo dan diperjelas oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra. Gagasan hukum profetik 
diilhami oleh Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Munculnya ilmu hukum profetik 
ini merupakan alternatif kajian keilmuan bagi hukum. Pemikiran hukum profetik 
berbasis pada nilai-nilai profetik yang sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Oleh 




Masuknya hukum perbankan syariah dalam proses positifisasi hukum nasional 
menjadi bukti kuat bahwa hukum Islam adalah hukum yang diakui sebagai salah 
satusumber hukum nasional dan memungkinkan paradigma hukum profetik menjadi 
salah satu alternatif di dalam kajian ilmu hukum. Proses regulasi perbankan syariah 
                                                             
9
Djawahir Hejazziey , Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Ahkam: 
Vol. XII No.1, Januari 2012), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/986 (Diakses 
pada 10 Oktober 2017) 
65 
 
mulai dari penyusunan hingga pemberlakuan sudah melalui proses demokratisasi 
sebagaimana sumber hukum lainnya. Proses demokratisasi di sini memiliki arti 
penting karena bermakna bahwa hukum Islam khususnya perbankan syariah yang 
dipositifisasi dalam sistem hukum nasional diyakini bermanfaat dan memberikan 
kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan memiliki tujuan yang seiring sejalan 
tujuan nasional di bidang ekonomi. 
Secara eksternal, tuntutan perkembangan perbankan syariah di level global 
dan nasional tentu memerlukan landasan hukum yang tegas dan jelas. Hal ini mutlak 
untuk menciptakan kepastian hukum. Seiring dengan perkembangan market share 
perbankan syariah tentu berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang 
mengiringinya. Kepastian dan keadilan hukum dalam regulasi perbankan syariah 
semakin kukuh pasca terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang 
meneguhkan kewenangan absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah. 
B. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 
Bank syariah muncul di Indonesia disebabkan oleh dorongan keinginan 
masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, yang berpandangan bahwa 
bunga bank merupakan riba sehingga dilarang oleh Islam. Namun tidak semua 
umat Islam berpendapat bahwa bunga bank itu adalah haram.Terdapat pro dan kontra. 
Dilihat dari aspek hukum, adanya bank syariah di Indonesia adalah UU Nomor 7 
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Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan 
perbankan di Cisarua, Bogor pada19 - 22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut 
dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22 – 25Agustus 1990. 
Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional tersebut, maka dibentuk kelompok kerja 
untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai 
kerja tim Perbankan MUI, akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditanda 
tangani pada tanggal 1 November 1991.
11
 
Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. 
Pada 3 November 1991, pada acara silahturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat 
dipenuhi total komitmen modal disetor awal. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah 
Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Dengan 
terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) mulai beroperasi. 
Dalam tahun 1992 itu juga pemerintah mengeluarkan peraturan perbankan 
yang menyebutkan adanya ruang untuk terus berkembangnya perbankan syariah. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Antonio menyebutkan bahwa peraturan perbankan 
yang baru tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperluas scope 
dari pelayanan yang di berikan Islamic Banking. Selain itu ini juga memberi sebentuk 
tanda persetujuan kepada bank konvensional untuk membuka jendela / sisi lslamic 
banking selain dariyang sudah ada atau mengubah seutuhnya kepada Islamic bank. 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 
keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank 
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syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih 
dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. 
Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank 
konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. 
Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu 
bertahan. 
Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia 
pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan 
daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil 
dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang 
sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah 
penyimpan dana di bank-bank syariah.  
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Sementara itu 
bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya 
merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat 
Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Pembiayaan 
Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Jumlah ini diprediksikan akan 




Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia 
melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang 
semakin meningkat dan tidak menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan 
pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu 
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memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat 
menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-
benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan.
13
 
Sejak berdiri perbankan syariah pada tahun 1992 hingga pertengahan 
tahun 1997 perbankan syariah memang terus tumbuh dan berkembang akan tetapi 
pertumbuhan yang spektakuler justru terjadi sejak masa krisis ekonomi tahun 1997. 
Hal ini diantaranya karena kemampuan perbankan Islam dalam menghadapi gejolak 
moneter yang diwarnai oleh tigkat bunga yang sangat tinggi sementara perbankan 
syariah terbebas dari negatif spread karena tidak berbasis pada bunga.
14
 
Selain itu perkembangan bank syariah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari 
perkembangan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum 
operasionalilasinya. Sejak tahun 1992 Undang-undang perbankan Indonesia telah 
mengakomodir sistem perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip 
bagi hasil yakni perbankan syariah. Hal ini secara nyata diwujudkan dalam revisi 
Undang-undang pokok perbankan No.14/1967 menjadi UU No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan yang telah memasukkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan 
perbankan dengan sistem bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam 
PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan UU No. 7 
tahun 1992 itu, bank syariah di pahami sebagai bank bagi hasil, selebihnya bank 
syariah harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional.
15
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Oleh karena itu manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-
produk perbankan konvensional. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat 
terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk Bank 
Konvensional. 
1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992, tidak secara 
eksplisit menjelaskan mengenai perbankan syariah. Namun dalam undang-undang 
tersebut secara implisit merujuk kepada sistem ekonomi yang dilaksanakan secara 
islami. Sistem bagi hasil merupakan bentuk dari sistem ekonomi yang diterapkan 
berdasarkan hukum adat yang diadopsi dari hukum Islam. 
Seperti diuraikan di atas bahwa sejak tahun 1991, ketika perbankan syariah 
pertama kali berdiri hingga tahun 2008, basis hukum dari perbankan syariah belumlah 
kondusif. Basis hukum Perbankan syariah baru memiliki kekuatan hukum setelah 
disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Memang benar 
bahwa secara teoritis Bank Syariah sudah dirintis sejak tahun 1940-an dan secara 
institusi baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Janin eksistensi bank Syariah masih 
dalam ranah hukum positif masuk melalui pintu pasal 6 huruf (m) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut sama sekali tidak 
dijelaskan istilah Bank Syariah seperti yang dipergunakan kemudian yang secara 
resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Perbankan Islam (UUPI) namun hanya 
menyebutkan sebagai berikut, Pasal 6 bagian huruf (m)  : 
"menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". 
Di dalam pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun 
hanya disebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" 
dan dalam penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula 
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dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya 
menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip bagi hasil" yang dalam penjelasannya disebut "Bank Perkreditan 
Rakyat yang berdasarkan bagi hasil". 
Kesimpulan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan istilah 
bagi Bank Islam atau bank Syariah baru dapat ditarik dari penjelasan pasal 1 ayat (1) 
PP. No. 72 Tahun 1992 Tentang "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Dalam 
penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil 
adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. 
Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP. No. 72 Tahun 1992, keleluasan 
untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syaria't Islam terbuka seluas-
luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. 
Pembatasan hanya diberikan dalam hal : 
a) Larangan atas melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip 
bagi hasil (artinya bahwa kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi 
Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-
mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank umum atau BPR yang 
kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan 
kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. 
b) Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan 
pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar 
berjalan sesuai dengan prinsip syariah, dimana pembentukannya dilakukan 




Hal perkembangan yang patut dicatat, berkaitan dengan perbankan syariah 
pada saat berlakunya UU.No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya 
Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal, 
21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan 
kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, 
keuangan jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, 
dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah, 
lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk 
menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan 
transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan 
BAMUI, melalui surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep 
09/MULXII/2003 tanggal 24 Desember 2003, menetapkan diantaranya perubahan 
nama BAMUI menjadi Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS) dan 
mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan 'Yayasan' menjadi 
'Badan' yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. 
Meskipun pada saat berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana 
disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH. merupakan salah satu 
tonggak sejarah yang sangat penting khususnya dalam kehidupan umat Islam dan 
pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional.
16
 Dalam makalahnya beliau 
mengatakan: 
"Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, membawa era baru dalam 
sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang Undang tersebut 
memperkenalkan "sistem bagi hasil" yang tidak dikenal dalam undang-undang 
tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 Dengan adanya system bagi hasil itu 
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maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan 
sistem "bunga".Jika selama ini peranan hukum lslam di Indonesia terbatas hanya 
pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah 
memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis)" 
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak tahun 1992, telah 
memiliki undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam bidang 
ekonomi. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 
Lahirmya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, maka di Indonesia dikenal dua sistem perbankan 
(dual system banking) yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. 
Sistem operasional Bank Syariah adalah berbeda dengan bank umum lainnya 
(konvensional). Bank Konvensional lebih kental aromanya dalam mengejar 
keuntungan materiil semata (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak 
mengenal adanya kerugian pihak lain, sedangkan Bank Syariah menekankan adanya 
sifat ta'awun (tolong menolong dalam suka dan duka kemitraan), sehingga ada prinsip 
bagi bagi hasil yang dikenal dengan nama "profit and loss sharing" atau mudarabah 
dan juga ada pinjaman kebajikan (social) bagi nasabah yang sangat lemah dengan 
skim (bentuk pembiayaan) "gordul hasan" yaitu pinjaman dimana nasabah tidak 
dibebani sesuatu apapun kecuali hanya mengembalikan pokoknya.
17
 
Khusus dibidang perbankan, setelah lahirmya UU No.10 Tahun 1998 yang 
secara tegas mengakui sistem perbankan syariah disamping perbankan konvensional, 
maka keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan bank Umum Syariah lainnya serta 
lembaga keuangan syari'ah pada umumnya semakin kokoh dan kuat karena terdapat 
pijakan hukum yang pasti. Adanya landasan hukum yang pasti tersebut maka sampai 
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tahun 2004 telah lahir 3 Bank Umum Syariah, 11Unit Usaha Syariah (windows) dari 
Bank Konvensional, 88 Bank Perkreditan Syariah dengan jaringan 102 Kantor Pusat 
dan 137 Kantor Cabang dan ratusan kantor cabang pembantu, disamping itu lahir 
pula ribuan Baitul Mal Wat Tamwil(BMT) di seluruh pelosok wilayah Republik 
Indonesia. 
Tentu saja pada tahun 1998, eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan 
di keluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang 
tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 undang-undang 
No. 10 Tahun 1998, menyebutkan terhadap entitas perbankan Islam secara eksplisit 
diberikan dengan istilah Bank Syariah atau berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tanggal 
12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan 3 (tiga) buah Surat Keputusan 
sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah yang telah dikukuhkan melalui 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni: 
a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/Kep/DIR tentang Bank 
Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan 
Kantor Cabang Syariah; 
b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/DIR tentang Bank 
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; 
c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/DIR tentang Bank 
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 
Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrument yang dapat 
dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia 
Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrument yang dapat dipergunakan 
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Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus  
mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia
18
, yakni: 
a. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000, tentang giro wajib minimum dalam 
rupiah dan valuta asing bagi bank umum, yang melakukan kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan 
giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah; 
b. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, tentang pasar uang bank 
berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana 
penanaman dana atau pengelolaan dana antar bank berdasarkan prinsip syariah; 
dan 
c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, tentang Sertifikat Wadiah Bank 
Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti 
penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang merupakan piranti 
dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) dalam praktek perbankan konvensional. 
Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, dalam hal ini 
relevan dikemukakan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia(UUBI). Pasal 10 ayat 
(2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan 
cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. 
Kemudian pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank 
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Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu bank dengan 
memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 
90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai 
undang-undang Bank Sentral yang baru sedara hukum positif telah mengakui dan 
memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia 
dalam melakukan tugas dan kewenangan. 
Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, 
produk dan jasa keuangan syariah, bank syariah juga wajib mengikuti semua fatwa 
Dewan Syariah nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai 
kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan 
syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan 
syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 75 yang 
melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non bank 
seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan 
akad lembaga keuangan syariah, yakni sebagai terlampir. 
Keberadaan perbankan Islam atau yang pada perkembangan mutakhir disebut 
sebagai Bank Syariah di Indoonesia telah diakui sejak diberlakukannya Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan lebih dikukuhkan dengan 
diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 beserta beberapa Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia (PBI) sebagaimana telah dibahas di awal. Berkenaan dengan transaksi dan 
instrumen keuangan Bank Syariah juga telah dikeluarkan beberapa peraturan Bank 






3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 
Upaya strategis dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi Islam 
ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat 
perundangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan yaitu UU No 19 Tahun 2008 
Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No 21 Tahun 2008tentang 
Perbankan Syariah. UU No 19 dapat disebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan 
porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari 
obligasi negara dan surat berharga lainnya yang memang memiliki peluang besar bagi 
Indonesia untuk memperolehnya dari investor Timur Tengah maupun ummat Islam 
Indonesia sendiri. Adapun UU No 21 Tahun 2008 yang secara khusus membahas 
perbankan syariah merupakan upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi 
lembaga keuangan syariah dalam memperkokoh pembangunan nasional. Lahirmya 
kedua peraturan perundangan ini dengan sendirinya akan menambah ruang bagi 
pengembangan ekonomi Islam dengan masih tetap perlu dilakukan, terutama terkait 
dengan kebijakan pendukung. 
a. Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2008 
Perlu kita ketahui bahwa terhadap pengertian penitipan adalah suatu 
penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah (BUS) dan penitip, 
dengan ketentuan Bank Umum Syariah (BUS) yang bersangkutan tidak mempunyai 
hak kepemilikan atas harta tersebut dan terdapatnya wali amanat adalah Bank Umum 
Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad 
wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat 
berharga tersebut (hal ini didalam realisasi transaksi perbankan syariah). 
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Di dalam kegiatan perbankan, mungkin saja akan terjadi didalam penyehatan  
suatu bank yaitu dengan cara melakukan penggabungan yaitu suatuperbuatan hukum 
yang dilakukan oleh satu bank/lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain 
yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang 
menggabungkan diri akan beralih kepada hukum bank yang menerima penggabungan 
dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri tersebut akan 
berakhir karena hukum. 
Sedangkan mengenai suatu upaya peleburan adalah suatu perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh dua bank/lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 
satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang 
meleburkan diri dan status badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena 
hukum. 
Begitu pula dengan istilah pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham 
bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut dan begitu 
pula mengenai hal pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua 
badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Segala tindakan tersebut diataur oleh Undang Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah, yang merupakan sebagai kebijakan pemberlakukan yang 
ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan 
sebagal bank sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan 
perbankan di Indonesia. 
Kegiatan perbankan syariah didasari oleh asas, tujuan dan fungsi dari 
Perbankan Syariah didalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan Prinsip 
Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, dengan bertujuan untuk 
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menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu: 
1) Untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat, 
2) Untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu 
menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana 
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, 
3) Untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan 
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak 
pemberi wakaf (wakil) dan 
4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
 
Mengenai masalah perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan 
kepemilikan diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, dimana dalam Pasal 5 ayat :  
1) Menyatakan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha 
Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 
sebagai Bank Syariah (UUS) dari Bank Indonesia, 
2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan 
sekurang-kurangnya tentang: (a.susunan organisasi dan kepengurusan, 
b.permodalan, c. kepemilikan, d.keahlian di bidang Perbankan Syariah; 
dan e. kelayakan usaha), 
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3)  Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bank Indonesia, 
4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan 
nama banknya, 
5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas 
frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang 
bersangkutan, 
6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia, 
7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum 
Konvensional 
8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat, dan 
9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat 
bankdengan izin Bank Indonesia.
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Terdapat pengaturan dalam Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dimana 
terhadap pembukaan kantor cabang Bank Syari'ah (UUS), dan jenis-jenis 
lainnya,begitu pula terhadap pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan 
jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum 
Konvensional yang memiliki UUS yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin Bank 
Indonesia, Dan kemudian untuk pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang wajib 
                                                             
20
Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
80 
 
dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank 
Indonesia. Sedangkan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan 
untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya diluar 
negeri, hal ini merupakan suatu ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas oleh 
Undang-Undang Bank Indonesia. 
Mengenai bentuk Badan Hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas 
(diatur dalam Pasal 7), sedangkan mengenai anggaran dasar Bank Syariah selain 
memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan adalah mengenai ketentuan : a. pengangkatan anggota direksi 
dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, b. Rapat Umum 
Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi 
komisaris dan direksi, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukkan dan biaya 
jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8). 
Dalam hal mengenai pendirian dan kepemilikan Bank Syariah harus 
memenuhi syarat-syarat : Bank Umum Syari'ah didirikan dan dimiliki oleh a.warga 
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, b. warga Negara Indonesia 
dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum 
asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah (ayat 1), sedangkan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a). warga 
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga 
negara Indonesia; b) pemerintah daerah; atau c).dua pihak atau lebih sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b (ayat 2) dan untuk kepemilikan Bank Umum 
Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan 
Bank Indonesia ((ayat 3) dari Pasal 9). 
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Terhadap pengaturan mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran 
dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah (terdapat dalam pasal 5 s/d Pasal 
9) dan mengenai besarnya modal yang disetor untuk mendirikan Bank Syariah 
ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (pasal 10 dan Pasal 11). 
Terhadap kegiatan saham bank syariah dapat diterbitkan dalam bentuk saham 
atas nama, dan kegiatan Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum 
efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal (Pasal 11 dan Pasal 
12). Untuk ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Bank Syari' ah diatur oleh 
Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, dimana harus selaras dengan ketentuan Prinsip 
Syariah dan Peraturan Bank Indonesia.  
Untuk pengaturan mengenai jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran 
dana dan larangan bagi bank syariah dan UUS, diatur dalam Pasal 18 sampai dengan 
Pasal 26, sedangkan mengenai pengaturan pemegang saham pengendalian, Dewan 
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing diatur dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Terhadap pengaturan Tata Kelola, Prinsip Kehati 
hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 
34 sampai dengan Pasal 40, yang mengatur secara jelas dan terperinci terhadap 
kegiatan perbankan syari‟ah tersebut. 
Kerahasiaan Bank wajib dijaga mengenai nasabah penyimpan, nasabah 
investor, investasinya dengan pengecualian untuk kepentingan penyidik pidana 
perpajakan, pimpinan BI atas perintah menteri keuangan, untuk kepentingan 





b. Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah 
Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank 
Syariah, agar tetap memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang kurangnya 
mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, 
kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, 
kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek 
lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah (UUS), dimana kriteria tingkat 
kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah (UUS) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dan selain itu Bank 
Syariah (UUS) wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai 
usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang telah ditetapkan.
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Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang: a. memeriksa dan mengambil 
data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank, b. memeriksa dan 
mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian 
Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank dan c.memerintahkan bank 
melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening 
pembiayaan. 
Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya 
untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), sebagaimana persyaratan dan tata cara 
pemeriksaan yang di atur dalam ayat (1) Peraturan Bank Indonesia dan Bank 
Indonesia berwenang melakukan tindakan terhadap Bank Syariah apabila mengalami 
kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dalam rangka tindak lanjut 
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melakukan pengawasan antara 1ain: a. membatasi kewenangan rapat umum 
pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham, b. meminta pemegang 
saham menambah modal, c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan 
komisaris dan/atau direksi Bank Syariah, d. meminta Bank Syariah menghapus 
pembukuaan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank 
Syariah dengan modalnya, e. meminta Bank penggabungan atau peleburan dengan 
Bank Syariah lain, f. meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia 
mengambil alih seluruh kewajibannya, g. meminta Bank Syariah menyerahkan 
pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain, dan 
h.meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban 
Bank Syariah kepada pihak lain. (diatur oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 54). 
Apabila Bank Syariah didalam melakukan kegiatan perbankan terdapat 
sengketa terhadap pihak lain, maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat 
dilakukan/diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, apabila 
para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad 
dan di dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip Syariah/Islam (diatur dalam Pasal 55). 
Bank Indonesia yang merupakan sebagai Bank Sentral di Indonesia, 
berkewajiban melakukan pemeriksanaan maupun pengawasan terhadap Bank 
Syariah, apabila dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan pengenaan 
sanksi administratif dan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari 
pelanggaran kerahasiaan bank tersebut. 
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Landasan hukum berdasarkan kebijakan dasar tersebut adalah membuktikan 
bahwa perbankan syariah terlihat siap ikut melaksanakan dan membantu 
perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian yang berdasarkan prinsip 
kesyariahan. Secara faktor eksternal adalah untuk membuktikan kapada dunia 
internasional bahwa perbankan syariah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan 
perekonomian baik secara nasional maupun internasional, serta untuk menarik para 
investor asing terutama para investor negara-negara Islam (misalnya negara arab 
saudi, quaid dan lain-lainnya) agar mau menginvestasikan modalnya di negara 
Indonesia dengan prinsip-prinsip kesyariahan.
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Faktor eksternal inilah yang berperan sangat penting didalam perkembangan 
perbankan syariah, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, yang nantinya 
dapat diharapkan membantu perekonomian Indonesia baik secara faktor internal 
maupun secara faktor eksternal, dimana terlihat baik mengenai kebijakan dasar 
maupun kebijakan pemberlakuannya telah selaras dan harmonis, hanya didalam 
realisasi harus diatur secara tegas berdasarkan prinsip syariah yang bersifat nasional 
maupun internasional, hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa baik 
dengan para nasabah/investor baik secara nasional maupun internasional. Hal ini 
harus diperhitungkan secara mendalam bagaimana untuk menangani sengketa 
tersebut, apalagi jika melibatkan wilayah hukum dua negara atau lebih. 
 
 
                                                             
22




 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
1. Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun 
mengalami kemajuan pesat, Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem 
keuangan dari setiapnegara. Bank merupakan agen pembangunan, karena 
semua bank berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki modal 
untuk berproduksi, sehingga dengan bantuan modal bagi para pengusaha, 
sektor riil perekenomian akan berkembang . Regulasi perbankan syariah 
merupakan respon atas perkembangan industri perbankan syariah yang 
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu 
regulasi yang jelas. Sejak tahun 1992 Undang-undang perbankan Indonesia 
telah mengakomodir sistem perbankan yang menjalankan operasinya 
berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini secara nyata diwujudkan dalam revisi 
Undang-undang pokok perbankan No.14/1967 menjadi UU No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan yang telah memasukkan ketentuan tentang 
pelaksanaan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil yang selanjutnya di 
amandemen menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, 
sehingga landasan hukum menjadi lebih jelas dan kuat baik dari segi 
kelembagaan maupun segi operasionalnya, yang kemudian di amandemen lagi 
dengan pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 sehingga perbankan syariah 
memiliki landasan hukum yang kuat yang secara spesifik mengelaborasi 
kekhususan perbankan syariah. Dan menjadi pijakan yang kuat terhadap 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah.  
 
2. Realitas gerakan perekonomian Islam dalam siyasah syar’iah merupakan fakta 
atas perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan 
salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan 
masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur 
riba yang dilarang oleh agama Islam. Serta adanya rekomendasi hasil 
lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan yang ditujukan kepada 







B. Implikasi Penelitian 
Demikianlah hasil penelitian hukum ketatanegaraan Islam (politik hukum) 
tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilihat Perjuangan umat Islam 
terhadap pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia telah dirintis sejak 
negara Republik ini berdiri. Perjuangan keras yang tidak mengenal lelah telah 
memberikan hasil yang nyata bagi pembentukan perbankan syariah yang sekarang 
telah eksis di bumi pertiwi.  
Dalam pembentukan perbankan syariah telah terjadi sinergisitas antara rakyat 
dan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai faktor yang memengaruhi 
terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor idiologi, agama, 
politik, sosial, dan budaya. Sikap akomodatif pemerintah terhadap umat Islam, baik 
dalam bentuk struktural, infrastruktural, legislatif, dan kultural juga merupakan bukti 



















Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 
di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1998. 
Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan syariah. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008. 
Amin, Ma’ruf.  Prospek Cerah Perbankan Syariah. Jakarta: Lekas, 2007. 
Antonio, Muhammad Syafei. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema 
Insani, 2001. 
Arifin, Zainal. Memahami Bank Syariah: Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek. 
Jakarta: Alvabelt, 2000. 
Arifin, Zainul.  Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan 
Prospek, Jakarta: AlvaBet, 1999. 
Ascarya.  Akad Dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. 
Ascarya. Akad dan Produk Bank syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015 
Chatamrrasjid, Ais.  Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. 
Djazuli.  Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media, 2003. 
Dunya, Sauqi Ahmad. Sistem Ekonomi Islam sebuah alternative. Jakarta: Fikahati 
Aneska, 1994. 
E.Vogel, Frank dan Samuel L.Hayes.  Hukum Keuangan Islam Konsep,Teori dan 
Praktik. Cet. I; Bandung:  Nusamedia, 2007. 
Hazairin.  Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Tintamas, 1982. 
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cet. IV; Jakarta: Prenada 
Media Group, 2008. 
Hidayat, Mohamad.  Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: PKES, 2009. 
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 
Irfan. Hukum Transaksi Dalam Lintas Mazhab. Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2014. 
Ismatullah, Dedy. Kapita Selekta Politik Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. 
Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Qur 'an 
YangBerdimensi Ekonomi. Cet.I ; Bandung: Rosda Karya, 2006. 
Jazuli.  Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. 
Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia. Cet. I; Malang: UIN-
Malang Press, 2009. 




Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. 
Lewis, Mervyn K. dan Latifa M.Algaoud. Perbankan Syariah prinsip, prakrik dan 
Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu, 2001. 
Machmud, Amir dan Rukmana. Bank Syariah.  Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 
2010 
Martono, Nanang.  Metode Penelitian Kuantitatif . Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014. 
Maslehuddin, Muhammad. Sistem Perbankan Dalam Islam. Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2004. 
Muhammad, Abdul kadir.  Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1; Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004. 
Muslimin.  Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, Makassar: Alauddin Press, 
2011. 
Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Cet II; Jakarta: 
Kencana, 2006. 
Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. 
Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim. Lembaga Ekonomi dan Keuangan 
Syariah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008. 
Siddiqy, M. Nejatullah. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, 
Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1996. 
Siradjuddin. Peran Umara dan Ulama Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di 
Sulawesi Selatan, Makassar : Alauddin University Press, 2013. 
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran. Cet. V; 
Jakarta: UI-Press, 1993. 
Sjahdeni, Sutan Remy. Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999. 
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian 
Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang 
Majemuk. Jakarta: UI Press, 1995. 
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. 
Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. 
Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 
Islam, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008. 
Taher, Elsa Pedi. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi. Jakarta: Paramadina, 
1994. 
Tim Penulis. Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta: 




B. Undang-undang/Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang pencabutan 
PP No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank 
berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 
C. Jurnal/website 
Bisri, Cik Hasan. Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional, 
Jurnal Mimbar Hukum No. 56 Thn XIII, Jakarta: Al-Hikmah, 2002. 
Gustina.  Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 6 No. 1  Juni 
2011. 
Hejazziey, Djawahir. Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. 
Ahkam: Vol. XII No.1, Januari 2012. 
http://aanaboodzforlife.com/2010/02/sistem-perbankan-syariah-dalam-perspektif-
politik-hukum-indonesia-pada-saat-ini/, (Rabu, 15 November 2017) 
http://diyaasaviella.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-siyasah-hukum-islam.html?=1, 
(Kamis, 12 Oktober 2017) 
http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/305/303, 
(Kamis,  16 November 2017) 
http://jurnaldiktum.blogspot.co.id/2015/01/800x600-normal-0-false-false-false-in-
x.html?m=1,  (Kamis, 26 oktober 2017 ) 
http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html, (Kamis, 26 
Oktober 2017) 
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/politik-hukum-dalam-ekonomi-syariah-2/, (Senin, 04 
September 2017) 
http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-Indonesia, (Rabu, 15 
Maret 2017) 
http://syihabpengembara.blogspot.co.id/2014/11/makalah-tentang-dasar-dasar-
fiqih.html, ( Minggu, 5 November 2017) 
http://syukronjamils.blogspot.co.id/2013/04/makalah-fiqih-tentang-fiqh-
syiasah.html?m=l, (Rabu, 16 Agustus 2017) 
https://berlinang.wordpress.com/2012/07/09/fiqih-siyasah-dalam-kajian-oleh-duscik-
ceolah/, (Kamis, 26 Oktober 2017) 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. NURHALIMAH, lahir di Ujung Pandang pada 
tanggal 11 November 1995 dari pasangan Aris 
Mallombasang dan Hasniah Wahab. Merupakan anak ke 
dua dari lima bersaudara. Penulis pertama kali 
melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 
2001 di SD Inpres TeteBatu 1 dan lulus pada tahun 
2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Makassar tahun 2007-2010. Kemudian 
melanjutkan pendidikannya di SMAN 3 Makassar dan lulus pada tahun 2013. 
Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, penulis di terima di perguruan tinggi 
negeri (PTN)  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMM 
pada tahun 2013 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
pada Fakultas Syariah dan Hukum. 
 
 
